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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGIPELAKU EIGENRICHTING
(MAIN HAKIM SENDIRI) YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
JIWA MENURUT KUHP
(Studi Putusan Nomor 8/PID. B/2018/PN. BKS)

Astopan Siregar, Marlina, Ibnu Affan
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas [slam Sumatera Utara
Email: Astopan@gmail.com

Abstrak

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di masyarakat Indonesia akhir-
akhir ini. Kenyataannya hukum yang ada di Indonesia saat ini belum dapat memberikan
hukuman yang tegas terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Rumusan
masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan delik pidana berupa tindakan main
hakim sendiri menurut KUHP, bagaimana kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri
(eigenrichting) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana, bagaimana
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim
sendiri (eigenrichting) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif
yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu
meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut
KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351,Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan
sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks
pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang
mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah
memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 KUHP sehingga majelis hakim
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan main hakim
sendiri (eigenrichting) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks adalah selama proses
persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat
menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eigenrichting, Korban.
Abstract

Violence is indeed a phenomenon that is often encountered in Indonesian society lately. In
fact, the existing law in Indonesia has not been able to provide strict punishments for
perpetrators of vigilantism (eigenrichting). The formulation of the problem in this thesis is
how to regulate criminal offenses in the form of vigilante actions according to the Criminal
Code, how to qualify for vigilante offenses (eigenrichting) that result in fatalities in criminal
law, what is the basis for judges' considerations in making decisions against perpetrators of
vigilante action. (eigenrichting) in Decision Number 8/PID.B/2018/PN. Bks. The research
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method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely
research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or
secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that
the regulation of criminal offenses in the form of taking vigilante action according to the
Criminal Code is regulated in Article 170, Article 351, Article 406, Article 338 and in the
decision of the act as regulated and threatened with punishment in the decision Number
8/Pid. B/2018/PN. Bks perpetrators of acts of vigilantism were charged with Article 170
paragraphs (1) and (2) in conjunction with Article 55 paragraph (1) Ist of the Criminal
Code. The qualification for the offense of vigilante action (eigenrichting) that results in
fatalities in criminal law is that the defendant has fulfilled all the elements of the indictment
in Article 170 of the Criminal Code so that the panel of judges sentenced the defendant to
imprisonment for 8 (eight) years. The basis for the judge's consideration in making a decision
against the perpetrator of the vigilante act (eigenrichting) is in Decision Number
8/PID.B/2018/PN. Bks is that during the trial process there was no forgiving reason or
Jjustification that could erase the criminal and unlawful nature of the defendant.

Keywords: Criminal Liability, Eigenrichting, Victims.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen
ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara
hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh.
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian
hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa
susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang
memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil,
sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.!

Negara hukum (recht staat) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi
Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi
dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang
mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh
Bambang Sunggono sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam

bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

"Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 113.
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2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak
memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 2

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai
panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga
individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku
manusia.’

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu
yangdapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefenisikan
sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum
dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum
mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh
hukum itu sendiri.*

Di bidang penegakan hukum pidana, terlihat suatu fenomena sosial dimana hukum
tidak lagi dipedomani oleh masyarakat. Di tengah masyarakat sering terlihat terjadinya
fenomena tindakan main hakim sendiri (eigen richting) atau peradilan jalanan (street justice)
atau pun istilah lainnya yang saat ini lebih akrab terdengar, yaitu tindakan persekusi.

Tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk
melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa
persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, schingga akan menimbulkan kerugian.’
Munculnya fenomena main hakim sendiri di tengah masyarakat, didorong terjadinya
peningkatan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, baik itu dilihat dari kualitas maupun
kuantitasnyayang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.®

Di pihak lain, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terlihat kurang mewakili
aspirasi atau rasa keadilan masyarakat. Seringkali pelaku kejahatan divonis dengan hukuman

yang ringan, belum lagi terjadinya transaksional hukum antara pelaku kejahatan dengan

2Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum Dan Hak AsasiManusia, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.
4.

3Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang
Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren
Tanggerang), (Jurnal HukumAdigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1,2018), h.17

“Ashadi L. Diab, Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social EngineeringDanSocial Welfare, (Jurnal Al-AdI
Institut Agama Islam NegeriKendari, Vol. 7 No. 2,2014) h.58,

>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, h.3

5Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 1.
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penegak hukum, yang secara tidak langsung menurunkan bahkan menghilangkan rasa
kepercayaan (#rusf) masyarakat terhadap penegak hukum, yang pada akhirnya berujung pada
hilangnya wibawa hukum.

Wajah peradilan di Indonesia yang masih sarat dengan berbagai praktik mafia
peradilan, sehingga banyak pelaku kejahatan yang dengan mudahnya lolos dari jerat hukum.
Sebagai akibatnya, tindakan main hakim sendiri dipandang masyarakat sebagai cara yang
dianggap efektif dan benar dalam mengatasi lemah penegakan hukum.

Dihadapkan pada kondisi yang demikian, maka masyarakat yang merasa telah
diresahkan, atau sebagian darinya adalah korban dari kejahatan mencari alternatif lain atau
jalan lain yang dianggap lebih mampu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak hukumnya
yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Donald Black dalam “The Behavior of Law”,
mengatakan bahwatindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) terjadi ketika pengendalian
sosial oleh pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari
pengandalian sosial secara otomatis akan muncul. Dengan demikian, “suka atau tidak suka”,
pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan wujud pengendalian sosial yang
dilakukan oleh rakyat.”

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Donal Black di atas, dapat dikatakan
bahwa kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri (vigilante) merupakan sesuatu
tindakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat aparat atau negara tidak efektif
menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah perbuatan melampaui hukum yang menerabas
batas baik dan buruk, benar dan salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri
berubah pula pandangan masyarakat terhadap batas-batas moralitas.?

Meskipun tindakan perbuatan main hakim sendiri oleh sebagian besar masyarakat
dipandang sebagai suatu upaya dalam melakukan pembelaan diri atas kejahatan yang
menimpa dirinya. Namun, perbuatan main hakim sendiri (eigen richting) tidaklah dapat
dibenarkan. Sebab tindakan tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang-
orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Tindakan tersebut tidak
memiliki legalitas dalam hukum positif. Bahkan, menurut ketentuan KUHP tindakan atau
perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diancam
dengan pidana. Namun kenyataannya, aksi-aksi perbuatan main hakim sendiri masih kerap

terjadi ditengah masyarakat.

’Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yokyakarta, 2012, h. 23-24
8Zainuddin Al, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 15.
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitiantentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri,
melalui penelitiantesis dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut
KUHP (Studi Putusan Nomor 8/PID. B/2018/PN. BKS).

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian yang diakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data
sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.® Penelitian yuridis normatif, meliputi
penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar
falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. !°

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan
dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini
digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-
undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), juga metode pendekatan
konseptual (conseptual approach).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode
analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi
gramatikaldilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa,
susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematisdilakukan dengan menafsirkan peraturan
perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau
dengan keseluruhan sistem hukum, dan Interprestasi historisdilakukan dengan menafsirkan
undang-undang dengan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan undang-
undang yang bersangkutan.!!.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Delik Pidana Berupa Tindakan Main Hakim Sendiri Menurut KUHP

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda

“eigenrichting” yang Dberarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa

mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat

SEdiwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Sofmedia, Medan, 2015, h.25.
°Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.
""Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, h. 28.
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kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa
mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan,
pembakaran, dan sebagainya).!?

Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identik dengan istilah
“pengadilan jalanan” yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan
oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai
pelaku tindak pidana.8Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain
dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi
rendahnya terhadap kesadaran hukum. '3

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan
suasana yang tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang
ditetapkan oleh pemerintah malah bertindak sebaliknya, mereka melakukan respon yang
salah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak
pidana. Akan tetapi bagaimanapun, tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku
tindak pidana yang terangkap oleh masyarakat dengan memukulinya sampai babak belur
bahkan sampai membakarnya hidup-hidup hingga meregang nyawa jelas merupakan bentuk
lain dari kejahatan.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada sesorang untuk
menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang
ditegaskan Blackstone “Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which
some interior is bound to obey”. “Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang
ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati”.
Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua
bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah.
Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemiliki otoritas tidak memiliki hak sama sekali
untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.!*

Eigenrichting (main hakim sendiri) dari konteks sosiologi masih marak terjadi.
Kecenderungan massa ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah
langsung melakukan pemukulan. Jelas tindakan ini tidak punya alasan pembenar dari sisi

hukum apalagi ketika kita kembali pada kesimpulan bahwa hukum adalah otoritas penguasa

2 Fathul Ach madi Abby, OpCit,h.19
'3 Ibid, h.20.
' Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018, h.25
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dalam hal ini diwakilkan melalui lembaga-lembaga hukum. Kecenderungan ini akan banyak
ditemui dengan maraknya kasus pemukulan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh
massa. Massa tidak bisa mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan situasi seperti ini.!3

Tindakan menghakimi sendiri itu dilarang pada umumnya tetapi tidak selalu
demikian. Ada juga tindakan yang sebenarnya dikategorikan main hakim sendiri atau
eigenrichting tetapi memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Alasan pembenar dan
pemaaf kemudian sehingga suatu perbuatan sekalipun dikategorikan sebagai tindakan main
hakim sendiri tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebab adanya alasan
pembenar ataupun pemaaf menjadikan suatu unsure pidananya menjadi gugur. Setiap
pelanggaran kaedah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi, setiap pembunuhan, setiap
pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi ada perbuatan- perbuatan tertentu
yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum tetapi pelanggarnya tidak
dikenakan sanksi.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk
menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga
korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk
menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Main
hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap
bersalah. Perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku asusila merupakan fakta yang terjadi
dalam masyarakat. Pelaku main hakim sendiri secara tegas akan diproses secara hukum.

KUHP di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main
hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti dalam KUHP tidak ada pengaturan tentang perbuatan
main hakim sendiri. Walaupun tidak secara langsung dinyatakan bahwa suatu tindakan yang
diatur dinamakan tindakan main hakim sendiri. Sebagai contoh, pengaturan mengenai
tindakan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP tidak disebutkan bahwa penganiayaan
merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun jika mencermati unsur-unsur pasal tersebut,
dapat disimpulkan situasi tertentu (contohnya, ketika ada pelaku pencurian sepeda motor
yang dipukuli beramai-ramai oleh warga), tindakan penganiayaan oleh warga tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

Secara khusus peraturan tindakan main hakim sendiri tidaklah ada, namun unsur-

unsurnya telah terpenuhi di dalam beberapa pas

' Ibid, h.26
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Main hakim sendiri dalam KUHP lebih sering disebut dengan kekerasan. Istilah
kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau yang
tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan
oleh orang lain.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada
dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit,
kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan
merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang
berbeda akan disebut penyimpangan.

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal
dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau
keluarga tanpa campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban
perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi
padanya atau di sekitarnya.'®

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan
sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit
diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.
Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi. Dia merinci enam faktor yang
menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan kolektif, enam faktor
tersebut adalah :

1. Adanyapendorong struktural (structural condusivenness)

2. Ketegangan struktural (structural strain).

3. Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan (Growth and
spread of belief).

4. Faktor-faktor pencetus (precipitating factors).

5. Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (Mobilization of Partisipants for action)

6. Bekerjanya pengendalian sosial (The operation of social control.

B. Kualifikasi Delik Tindakan Main Hakim Sendiri (FEigenrichting) Yang
Mengakibatkan Timbulnya Korban Jiwa Dalam Hukum Pidana

'® Fathul Achmadi Abby, Op.Cit., h.19
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Tindakan main hakim sendiri bias diartikan tindakan individu atau kelompok telah
melakukan tindakan di luar jalur hukum. Dalam hukum positif, tindak pidana main hakim
sendiri (eigenrichting) dikelompokan atau dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Menelah kembali pengertian kekerasan yang dilakukan secara bersama di depan
umum sebagaimana ketentuan Pasal 170 tersebut dikatakan kekerasan adalah tindakan
melakukan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat-
kuatnya secara tidak sah, sehingga orang menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dan
dimana pelakunya lebih dari satu orang serta dilakukan di depan umum.

Menurut Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang ialah melakukan kekerasan.!”
Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”,
akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu ; sudah cukup misalnya bila orang-orang
melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang
dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang
atau merusak barang itu.!® Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas,
tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi
kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya
untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan
tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489,
penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang Pasal 406 dan sebagainya.

Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya “dua
orang atau lebih”. Orang-orang yang hanya mengikuti atau tidak benar-benar turut melakukan
kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kekerasan itu harus ditujukan kepada
“orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini
tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”,
sehingga milik sendiri masuk pula dalam Pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang
melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat
atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bias juga terjadi. Kekerasan itu harus

dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan

"Melakukan kekerasan”artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmanitidak kecil secara tidak syah”.
Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.
'8 R. Soesilo, Op.Cit., h. 147
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kejahatan ketertiban umum. Kekerasan yang dilakukan di muka umum, yaitu di tempat orang

banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana  Main Hakim Sendiri
(Eigenrichting)

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari
pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan
untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan
(kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana
terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan
unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan
bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu
bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia
tidak mampu bertanggung jawab.!® Dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak
pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-
undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan
hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana
yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya
seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas
pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang
melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah
dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif
yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat
dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,
sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan

perbuatan pidana tersebut.

% Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, h. 56
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Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak
pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana
yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan
suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran
atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Tindak penganiayaan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia,
maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum
pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan
negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam
hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama
harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau
tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa
berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana.
20
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku

Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Putusan Nomor
8/PID.B/2018/PN. BKS

Berawal dari korban Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang
berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola Al Hidayah alamat Kp. Cabang empat Rt. 002/001
Ds. Hurip Jaya, Kec. Babelan, Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017,
kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.Zainul Aripin Bin Idris dan saksi
Rojali mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.

Selanjutnya saksi Rojali bersama warga mengejar korban Muhammad Al Zahra
kemudian dalam pelariannya korban Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil
diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec.
Babelan, Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib.

Kemudian korban Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku
dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan

tersebut yaitu awalnya saksi Najibulloh Ma’sum Hamid Als Qolab Grogi Bin (Alm) Ma’sum

2 Ibid, h.73
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Hamid menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan
sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban Muhammad Al Zahra dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi Subur Haje Als
Jeck Bin H. Jarah yang menendang punggung belakang korban Muhammad Al Zahra dengan
menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali.

Saksi Karta Bin Sabra memukul kepala korban Muhammad Al Zahra dengan
menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian Gode (belum tertangkap)
memukul punggung belakang korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan
kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono
yang menginjak kepala korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan
sebanyak 4 kali, kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman menendang
punggung belakang korban Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr. DAYAT
(belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban Muhammad Al Zahra
sebanyak 1 kali.

Hendra Als Saprol (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban Muhammad Al
Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali, kemudian saksi Zulkahfi Alqusairi Als
Kahfi Bin Marjuki yang menginjak kaki korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan
kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh Marjaya Als Pekok (belum tertangkap) yang
memukul kepala korban Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3
kali kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh Rahmat Als
Ateng (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih
Bin (Alm) Djaman meminjam uang saksi Zulkahfi Alqusairi Als Kahfi Bin Marjuki lalu
terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman menyuruh Rico ( belum tertangkap )
membeli 1 liter bahan bakar pertamanya di toko saksi Mursiah Sari Binti Gatong dan
kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh Rico (belum tertangkap) tersebut
diserahkan kepada terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman yang kemudian terdakwa
Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al
Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian terdakwa Rosadih Als Sadih Bin
(Alm) Djaman menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik terdakwa Rosadih Als
Sadih Bin (Alm) Djaman sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan
selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi Jon Feriadi
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dan saksi Saidun Bahri yang akhirnya diketahui bahwa korban Muhammad Al Zahra sudah
dalam keadaan meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan
hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara
Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik JI. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510
Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan
ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif
Wahyono, Dokter Spesialis Forensik.

Kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam
keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh
kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak
akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa
bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan
patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak
ditemukannya gejala dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat
dibakar..

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti,
syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan
memberatkan. Hal-hal yang mejadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap perkara tersebut adalah untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari
tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke depan Persidangan dengan Dakwaan tunggal
yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan seluruh unsur
dari pasal dipenuhi serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan
melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas
tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya tersebut.

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 8/Pid.B/

2018/PN.Bks.Tka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhad ap terdakwa sebagai berikut :
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a. Menyatakan terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindaka pidana “melakukan kekerasan terhadap orang
yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman dengan
pidana penjara selama 8 tahun (delapan tahun)

Cc. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

€. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (
lima ribu rupiah ).

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat dakwaan
tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam
persidangan.

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak
sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan
untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan
lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab dalam
perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar
tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main hakimsendiri da telah
mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut

Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang
telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa
maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan
waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan
demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk

membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil dalam
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pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa : “Hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan ketentuan undang-undang tetapi tidak
mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Tujuan
hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih
baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari
hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki orang-
orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga
bermanfaat bagi masyarakat.?!

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan
persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan
dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

f. Setiap orang;

Setiap orang dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang
dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan kedepan persidangan serta
dapat mempertanggungjwabkan atas suatu perbuatannya dan di persidangan telah dihadapkan
seseorang bernama Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman sebagaimana tersebut didalam
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini ternyata
benar ia adalah terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman dengan identitas seperti
dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan bukan orang lain
serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan
demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

g. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu

seluruh kriteria harus terpenuhi secara komulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria

2! Andi Hamzah, Op.Cit,h.81
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terpenuhi maka terbuktilah unsur tersebut. Tindakan mebakar korban dimana menurut
Majelis telah memenuhi kriteria perbuatan penganiayaan sebagaimana telah disebutkan
diatas, sedangkan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terdakwa memang telah
melakukan penganiayaan atas diri korban, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu
kriteria, maka keseluruhan unsur kedua ini menurut Majelis harus dipandang terpenuhi dan
terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang
setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat
(1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa menurut analisis penulis,
sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan
memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak
pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat
yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan,
sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan
untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat memidana,
mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan
tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan
memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka
penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah
menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut
Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi
dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya
sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan

tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan
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benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana
penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan
yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat
dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang dihadirkan d1
dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang
lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak
pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda
tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat
menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.?2

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi
dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam
sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat
tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan
adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur
undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim dalam persidangan
harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan
memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri
dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti,
dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari
latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta

kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan

22 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 125
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perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan kepadanya.??

a.
b.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:
Pertimbangan yuridis
Pertimbangan non yuridis. 2#

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada

fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.?> Hal-hal yang dimaksud

tersebut, di antaranya:

1))

2)

Dakwaan jasa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan
penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka
pengadilan.?® Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah
pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun
sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan
materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta
waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2)
KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat
disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal
apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja tetapi jika lebih dari
satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif sehingga penyusunan
dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis
tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan
kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana

yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.?’

2 Ibid, h. 126.
2 Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 2010, h. 65

% Ibid, h.66
% Ibid, h.66
2"Tambah Sembiri ng, Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, USU Press, Medan, 2013, h.59
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Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa
penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan
pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

c. Keterangan saksi
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.?®
Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang
pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka
sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh
dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian
semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium.?’

d. Keterangan terdakwa
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang
tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami
sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.3? Dalam praktek keterangan terdakwa sering
dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan
terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.
Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh
penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi
keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua
yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan
dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek
persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang bukti

28 Ibid, h. 60

21 lik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, 2007,
h.169

30 Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2008, h. 25
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Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu
tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.’! Barang-barang ini
disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang
digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk
menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk

membuktikan kesalahan terdakwa.3?

IV. KESIMPULAN

Pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur
dalam Pasal 170, Pasal 351,Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana
diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 8/Pid. B/2018/PN. Bks pelaku tindakan
main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur setiap orang, melakukan kekejaman,
kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang mengakibatkan
timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi
semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 KUHP sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindakan
main hakim sendiri (eigenrichting) dalam Putusan Nomor 8/PID.B/2018/PN. Bks adalah
selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar
yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri

terdakwa.
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